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BAB I
PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu obyek vang mempunyai
sifat vang khas,jumlah luasnva hampir tidak bertambah.
Pada sgisgsi lain Jumlah kebutuhannva semakin hari
semakin meningkat, seiring dengan laju pertambahan
Jumlah penduduk.

Reralasan sekalil segala aspek vang berhubungan
dengan tanah mendapat rerhatian, salah satu
diantaranya kecenderungan dewasa ini menunjukan tanah
sering menjadi obyek tindak pidana. Kecenderungan ini
semakin hari tentu akan semakin meningkat jumlahnya ,
hal tersebut jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan
laju pembangunan vang semakin membutuhkan lahan

rembangunan vang luas.

D1 samping hal tersebut masalah pertanahan
gecara nasional merupakan masalah vang diangéap cukup
preka disamping magalah SARA,sebabh mempunyail dampak
vang langsung kepada masvarakat.0Oleh karena itu Juga
tidaklah mengherankan Jika dalam masa sekarang ini
perhatian terhadap tindak pildana pertanahan meningkat.

Dalam banyvak- - hal Hukum Administrasi Negara
khususnya Hukuh Pertanahan {(Agraria), telah mengatur
tanah dari sudut pemanfaatan,penggunaannva serta tata
administrasinya.Salah satu pengaturan pokok dalam
bidang pertanahan tersebut adalah Undang Undang No 5
Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria(UUPA),perundang
an tersebut menggantikan Agrarisch Wet th 1870 vang
sudah tidak sesual lagl dengan alam kemerdekaan.




Sebagal peraturan pokok maka UUPA mempunyali
bebberapa misi yang merupakan pokok-pokok tujuan atau
kaidah utama dari peraturan tersebut valtu:

a.Meletakkan dasar-dasar bagi penyususnan hukum
agraia nasional,yang akan merupakan alat
untuk membawakan kemakmuran,kebahagiaan dan
keadilan bagi negara dan rakyat, terutama
rakyat tani,dalam rangka masyarakat adil dan

makmur

b.Meletakkan dasar-dasaruntuk mengadakan
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum
rertanahan

¢ .Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan
kepastian hukum mengenal hak-hak atas tanah
bagl rakyat seluruhnya{(Penjelasan UU No 5
Tahun 1960).

JUPA sendiri Juga menpunyai beberapra kaidah
utama sebagal pokok pikiran vang menjadl pedoman
dalam pelaksanaan hukum pertanahan nantinya yaitu:

a.Hak menguasal ada pada negara .

b.Dasarnya adalah hukum adat

¢.Pengakuan terhadap hak ulayat

d.Fungsi sosial hak atas tanah

e.Tidak membedakan sesama WNI

f.Tanah pada dasarnya dikerJjakan secara efektif
g.Pemegang hak wajib memelihara tanah.

Untuk melaksanakan tujuan serta kaidah utama
{idioclogi dari peraturan ) vang ada dalam . UJPA ini
kemudian dikembangkan dalam dua jenis program yaitu:

a.Program landreform
b.Catur tertib pertanahan

Kedua program dil atas tersebut pada dasnya




dalam pelaksanaannya memberikan rambu-rambu larangan
dan dispensasi yang diharapkan dapat mewujudkan isi
dan tujuan vang diemban oleh UUPA, |

Pada =isi yvang lain pengaturan pertanahan ini
Juga tidak hanya berpatokan kepada UUPA saja tetapil
Juga Xkepada arah pembangunan pada =etiap periode
rembangunannya, sebagaimana Juga dapat dijelaskan
disini didalam Arah Kebijaksanaan Pembangunan Umum
(GBHNRI tahun 1988) point 30:

"Tanah mempunyai sosial dan pemanfaatannya harus
dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk
itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang
dan tata guna secara nasional gehingga
pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara
berbagai Jenis penggunaan dengan tetap
memelihara kelestarian alam dan lingkungan
serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan
kepentingan masyrakat dan kepentingan
vembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan
penataan kembali pengguanaan, penguasaan, dan
premilikan tanah termasuk pengalihan hak
atas tanah."”

Dalam GRHNRI tahun 1983 tuduan diatas
dipertegas lagi sebagaimana tercantum didalam GBHN
tersebut:

“Rehabilitasi tanah kritis ditingkatkan untuk
memul ihkan dan mempertahankan kesburan
tanah.memelihara sumber alr dan kelestarian
fungsinya dan kemampuan daya dukung lingkungan

aerta fungsi lingkungan hidup vang
dilaksanakan dengan mengikutsertakan dan
memberi manfaat bagil masyarajat

setempat.Pembangunan pertanian perlu didukung
oleh pengaturan tata ruang dan tata guna lahan
sehingga pemanfaatan tanah subur diproritaskan
untuk : lahan
pertanian.Penggunaan, penguasaan,pemnilikan dan
pengalihan hak atas lahan harus dapat menjamin
kelangsungan usaha pertanian.Pemilikan lahan
pertanian oleh perseorangan secara
berlebihan,pemilikan lahan pertanian vang
sangat kecil,dan penguasaan lahan secara
absenti dan ditelantarkan perlu dicegah agar




terjaga fungsi tanah sebagal faktor produksi
dan sumber kehidupan yang layak bagi petani.

Terdapat beberapa hal yang hendak diwujudkan dari

igi GBHNRI tahun 1983 tersebut vaitu:

a. Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Tanah

‘b. Koordinasi pemanfaatan tanah yang peduli
lingkungan

c. Penataan, Penggunaan, Penguasaan, Pemilikan
dan Pengalihan hak atas tanah.

Dalam kaitannya dengan GBHNRI tahun 1993 di
atag,nampak bahwa masalah pertanahan tidak lagi
berdiri sendiri,terkait dengan masalah lain valtu
masalah lingkungan.Dalam era mendatang . masalah
lingkungan menjadi hal vang perlu mendapatkan
rerhatian khusus,mehgingat kesalahan mengelola
lingkungan  akan Dberdampak dalam kehidupan warga
masyatrakat.

Dalam magsalah pertanahan maka prengelolaan
tersebut tidak hanya masalah administrasi
helaka,tetapl Juga penataan pemakaiannva Jjuga harus
sesuai dengan ketentuan hukumlingkungan seperti tata
guna lahan maupun tata ruang.Keasalahan pengelolaan

penataan dan penggunaan lahan dapat merugikan banyak
orang.

Begitu besgar fungsl sentral tanah sehingga
dalam negara hukum Republik Indonesia ini dibutuhkan

sekali adanya pengaturan-pengaturan vang mampu

- mengatur dan melavani kebutuhan masyarakat dan

pemerintah terhadap kebutuhan pengaturan pertanahan.

Sebagal pelaksanaan UUPA dan program-program
vang - terkait serta GBHNRI terszebut telah diundangkan
berbagal ketentuan pelaksanaan.dan dalam penegakkannya

4



katentuan-ketentuan Hukum Pertanahan tersebut
mencantum kan ketentuan-ketentuan ancaman Pidana.

Penggunaan ancaman pidana tersebut sebagal upaya
untuk menjaga agar intensitas tujuan hukum pertanshan

yvang diatur dalam UUPA maupun GBHNRI tersebut dapat
tercapsi,

Mamalah vang timbul tidak gsekedar dibuat
hukumnya kemudian diberikan ancaman pidana bagi
pelanggarnya maka sSemuanya tujuan dalam UUPA akan
tercapali, sebab praktik menunjukkan tetap saja terjadi
tindak pelanggaran hukum pertanahan vyang akhirnya
menggangu proses pencapaian tujuan UUPA
tersebut ,meskipun telah dicantumkan ancaman pidana
sebagal faktor pencegah (Deterent Factor).

Keadaan di atas menunjukkan bahwa masalah
pencapaian tujuan UUPA dan pelanggaran vang nenggangu
rencapalantujuan tersebut bukanlah sekedar masalah
hukum s=aja. tetapi lebih dari itu merupakan asatu
slstem besar dengan beberapa sistem sosial lain yang
mempengaruvhinva.

Penalaran kritis secara yuridis sgoslologils
terhadap upayva tertib pertanahan dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana pertanahah,menjadi satu pilihan
vang tepat untuk menganalisis kondisi vang timbul di
maayarakat. Telaah ini berpokok pada ketentuan-
ketentuan normatip vang ada dan kemudian dianalisis
prosesnya di lapangan melalui ilmu-ilmu sosial vyang
gesuai.

Penalaran ini dipilih mengingat aspek penegakan
vang diemban oleh Hukum Pidana dalam penegakkan Hukum
Pertanahan mempunyali sifat yang ragam.Aspek pidana
sebagal ujung tombak pelaksanaannya ternyata merupakan



satu  tombak yvang mempunyal mata sedemikian banvalk,
dengan lain perkataan peran Hukum Pldana harus benar-

benar selektif, dan bukan justru menimbulkan masalah
sosial lainnva.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pldana
pertanahan  bukanlah hal yvang sederhana.sebab dalam
kejashatan vang menggunakan tanah sebagal obvek
kejahatan ini pelaku biasanya mempunvai tingkat
intelejensia yvang cukup matang.

Pelaku kejahatan pertanahan lebih  banyak
ditemukan pada kelompok golongan vang mempunyai
kemampuan ekonomi cukup baik.Keishatan pertanahan ini
tidak terlalu nampak korbannyva.hanva saja sesungguhnya
korbannya 1lebih besar sebab kejahatan ini termasuk
kejahatan struktural yvang berdimensi powerfull crime
sehingga akibatnyapun melusaa.sehagaimana pandangan
Graat Van De Heuvel berikut ini:

viewing my arguments I must admit I put more
emphasis on the crimes of the vpowerfull ason
those of the powerless.] Have some reasons for
doing so0.The damages of these crimes are much
larger as the crime of powerless.The victims of
these orimesseem invisible but it is sosciety
in Jlarge that has suffer and to carry the
costs.Secondly, it expresses and. propagates
soclal ingentivity as a normal attitude.A
Social Insentivity works like a contaglous
disease .When it got space, it - apread
out . Thirdly,when corporate and govermental
crime pays,social development in general
frustated.Corporate and govermental crime
fascilitates directly and indirectly the crimes
of the powerless.] have explaned the crime
inviting dimensions of corruption and
collusion.When the powerfull abuse
opportunities openly,the powerless will try to
do same.(Graat Van De Heuvel,1995:6)

Dalam kejahatan struktural seperti dalam
tindak pidana pertanahan vang dilakukan olek kelompok



"poerefull” maka akibatnya memang tidak kelihatan
tetapi bahanya sampai kedalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat luas. Masyarakat yang lemah dan tak mampu
harus turut “membayarnya” atau merasakannya akibat
dari kejahatan pertanahan tersebut.

, EeJahatan seperti kejahatan pertanshan yvang ber
indikagi kejahatan struktural inil dapat terjadl dalam
satu kondisi kolosi antara pelaku dan pihak administra
si,dalam kondisi vang demikian ini maka akibatnya
bahkan dapat memotivasi kelompok golongan tak mampu
"Powerless” untuk mencontoh atau melakukan hal vang
sama dilsakukan oleh golongan vang mampu tadi.

Melihat betapa rumitnya aspek penegakan hukum
terhadap tindak pertanahan, serta melihat agpek

kebutuhan akan pengaturan hukum vang dapat
menvelesalkan serta mensgsakkan hukum pertanahan
terhadap tindak pertanahan . penuliz merasa perlu

untulk mengetengahkahkan masalsh renegakan hukum
terhadap tindak pidana pertanahan tersebut.

Penulisan ini diharapkan mampu menggali
informasi serta memaparkan segala aspek vang
menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertanahan, sehingga dapat diambil manfaatnya untuk
penyusunan perundangan pertanahan di  kelak kemudian
hari.





